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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunar
Dokumen Perenc'anaan' Pembangunan Daerah éagi

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir |
pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

Pembangunan Daerah -Kéi)upaten Gorontalo Utara

Tahun 2024-2026;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi
Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4687);
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALQ UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2024-2026;

Undahg—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2007 Tehtang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi
Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4687);
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Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeﬁntah Daerah (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817); '
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan
'Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan
Rencéna Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029
Kabupaten Gorontalo Utara;

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
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Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Nomor 242).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2024-2026.

 BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode
20 {dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima} tahun.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya
disingkat RPD Provinsi Gorontalo, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 4 (empat) tahun
terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara, adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2029,

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang
selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai
dengan tahun 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD,
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga)

tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
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10.

11.

12,

13.

14,
15.

16.

(1)

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah rencana keuangan tahu.nan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam pehyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang mentimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Uté;ra.

- BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pérnbangunan, dan pelayanan publik.

RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakanj pembangunan dan program pembangunan yang
akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
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(3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.
(4) RPD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPD

Provinsi Gorontalo.

BAB 11l
SISTEMATIKA

Pasal 3
(1) Sistematika RPD meliputi:
a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Gambaran'Umum;
c. BABIIl :Gambaran Keuangan Daerah;
d. BABIV :Permasalahan dan Isu Strategis;
BABV :Tujuan dan Sasaran;
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;

"o

g. BAB VIl : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat |
Daerah;
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
i. BABIX :Penutup.
(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD;

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan RPD; dan
b. hasil RPD.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimanai dimaksud pada ayat
(1} dilakukan oleh Perangkat Daerah yang enyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5
(1) Perubahan RPD dapat dilakukan aﬁabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian
antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang
signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun
berjalan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan

d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD
berpedoman pada RPD.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam

penyusunan APBD tahun pertama periode pernerintahan Bupati terpilih
berikutnya.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai bérlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 31 WMARET 2023
/pBUPATI GORONTALO UTARA

T
THARIQ MOD GU
Diundangkan di Kwandang

Pada tangddl 31 WA 2023
KABUPATEN GORONTALO UTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR .%4§

Kepala Kabag .
Bapppeda | Hukum A&stey SEKDA

¢ [V IV




_ | PEMERINTAH DAERAH
T KABUPATEN GORONTALO UTARA
: : l._EMBAR DISPOSISI.
SURAT DARI : BO\PPP% DITERIMA H
NOMORSURAT  : m¢o / BappPade / Yot //)C/ 2022 NOMOR AGENDA : u )
TGL SURAT : 2 wm bcxr 2022 ' SIFAT SURAT
MATERI SURAT
)f rmbmh spad %

Tardonq '?rrmhol«ah Maiak S

leas - éqlzamq Pengesubay |

dawingty  Qantong  Rombonguiay dacmL. gorrm#ato uéam

Pari ocle: 2084~ 2024

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.

POKOK DISBOSIS!

| | 1. wakiLBupaTl i %ﬂﬁs Sesual Ketentuan Perundangan
{ } 2. SEKRETARIS DAERAH l Telaah / Beri Penjelasan f Saran
| 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | | Proses tebih Lanjut
p ] 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | Bicarakan f Lap. éupatl,’ Laksanakan
| | 5. AsISTEN ADMINISTRASI UMUM - { | Acc/Buat Tanggapan f jawab
| | 6. sTAFAHLI | | 7 Sempurnakan
{ | 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH i Koordinasikan / konfirmasikan
i { 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | pantau _
| | 9. BAGIANHUKUM | | umP {Untuk Menjadi Perhatian}
[ | 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | | Fall(Simpan)
l |11. BAGIAN PEMBANGUNAN | { Arsip
| |12, BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
| [13. BAGIAN ORGANISAS| DAN REFORMASI BIROKRASI
l | 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT
| |15. BaGtanUMUM o
DISPOSIST |
®
//g DISPOSISI N

/W

_ DISPOSISt




PEMERINTAH KABUPATEN G()RONTALO UTARA
" BADAN. PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

"(BAPPPEDA)

Alamat : Il @madanupam Komeubiok Blanstlolinghapnto Kecamatan Kwendsng. Kode Pos 96252

| N TELAAHAN STAF - L
TENTANG PERMOHONAN MELAKSANAKAN TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

“RENCANA PEMBANGUNAN DAERA_H__GORONTALO UTARA PERIODE 2024- 2026

Kepada Yth.: Bupati Kabupaten'GOfontalb'Ufara N
Dari : Kepala Bapppeda Kabupaten Gorontalo Utara "
Nomor : OSO/Bapppeda/L[ ob/IX/ZO 22

Tan'ggall o2 September 2022

1. Persoalan S _ _ . ‘ Sl _
'_ _a'._ ~Berdasarkan Permendagrl Nomor 86 Tahun 2017 tentang T.ita Cara Perencanaan Pengendahan dan
-Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara. Evaluasn Rancanﬂan Peraturan Daerah tentang Rencana - N
Pembangunan ]angka Pan]ang Daerah dan Rencana Pembangunan ]angka Menengah Daerah serta::..ﬁ e
| _ f::".:'Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan ]angka Pan]ang, Daerah Rencana Pembangunan ]angka_'f-_ . o
. : Menengah Daerah dan Rencana Ker]a Pemermtah Daerah ' , _ '
) b Permendagrl Nomor 70 Tahun 2019 tentang Slstem InformaSI Pemermtahan Daerah;

o Permendagn Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kla51ﬁk351 Kodeﬁkam, dan N omenklatur Perencanaan;f_ o

- _Pembangunan dan Keuangan Daerah

d. Instruksi Menteri Dalam Negerl Nomor 70 Tahun 2021 tent.lng Penyusunan Dokumen Perencanaan”-'—"',l o

o Pembangunap DaerahBagl_Daerah dengan Masa ]abatan__l{f_epala' Daerah Berakhir pada Ta_hu_g__ZO__Z_Z. '_'f'.' .

2. Pra anggapan: _ : _
- _,._Berdasarkan dasar hukum yang dlsebutkan pada baglan persoalan dlatas hal mendasar untuk,.f'_ o
 ditindaklanjuti adalah: . S R ' _
~Dalam 1mplementaS1 arah pembangunan daerah pada tahun 2074 hmgga 2026 perlu dimuat dalam satu o

¥ dokumen sebagai acuan hagi pemermtah daerah dalam melal ukan berbagal kebljakan strategls, dan : o

pelaksanaan pmgram pembangunan Termasuk jiga d1 dalamnya kerangka pendanaan yang men}adl'l _'

- mesm " dalanr melaksanakan pembangunan Sebelum dokumen mencapai tahap akhir perlu dlIakukan_-'
tahapan Per31apan [termasuk di dalamnya penyusunan rancanaan awal dan penyusunan Renstra awal , :
- perangkat daerah) Pelaksanaan (rancangan, ‘konsultasi pubhk rancangan akhlr dan evaluasn) serta

Penetapan (yang dllakukan dengan peraturan kepala daerah)

3. Fakta yang Mempengaruhl ' N ; -
Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.f

.Gorontalo Utara Tahun 2018 2023 tertulls bahwa dokumen RP]MD berlaku untuk ]angka waktu‘,-_[j. o

pembangunan hanya hlngga 2023 Berdasarkan Undang Undmg Nomor 10 Tahun 2016 dlsebutkan k

.' bahwa setelah _tahun 2020, p_elaksanaan P1]kada_dllaksanakan_serentak s_e.cara naswnal pada tahu_n 2024 o

Méiiu'ru# amanat UU tersebut, bahwa pada tahun 2024 harus dila}rcs_anaka'n Pilpres, Pileg,‘daﬁ ,Rilkédaﬁ .



L

D'é.ngan kedua kondisi tersebut, berarti terdapat lag/kekosongan dokumen perencanaan selang tahun
2024 hingga 2026 dengan asuméi kepala daerah yang terpilih dari Pilkada 2024 dilantik pada 2025
(setelah penyusunan dokumen RKPD 2026). Diperkuat dengan Instruksi Mendagri Nomor 70 yang berisi
instruksi bagi seluruh daerah yang jabatan kepala daerah berakhir mulai tahun 2022 untuk menyusun

dokumen perencanaan transisi antara 2023 hingga 2026.

4. Analisis: |
Berdasarkan Instruksi Mendagri seperti pada bagian ‘Persnalan’ di atas, diperlukan penyusunan
dokumen perencana:m antar waktu RPJMD yang dikenal dengan nama dokumen Rencana Pembangunan
Daerah (RPD). Penyusunan dokumen tersebut perlu dilakukan sejak tahun 2022 dengan pertimbangan
agar ketika penyusunan dokumen RKPD 2024 di awal tahun tahun 2023, telah tersedia acuan/dasar bagi
arah pembangunan di masa transisi RPJMD. Penyusunan tersebut akan dimulai dengan penyusunan
rancangan awal di bulan September 2022, kemudim akan dilanjutkan pada tahapan berikninya (seperti
konsultasi publik, rancahgan akh-ir,' evaluasi, dan penetapan] direncanakan setelah memasuki tahun

anggaran 2023.

5. Simpulan:

Sehubungan dengan kondisi pada bagian 2, 3, 4 di atas, maka dipandang perlu untuk segera memulai

. proses penyusunan perencanaan rentang tahun 2024-2026 sedari tahun 2022 ini guna memberikan

kepastian acuan daerah pada penyusunan RKPD 2024 di awal tahun 2023.

6. Saran: :
-» Berdasarkan berbagai hal di atas, dimohon persetujuan Bupati Gorontalo Utara untuk memberikan
izin terlaksananya kegiatan tersebut;

» Biaya yang timbul pada kegiatan ini menjadi beban pada DPA Bapppeda Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan, terima kasih atas perhatian dan pertimbangan Bapak.




